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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan yang
tingg, sementara proses penyebaran penduduknya kurang seimbang, hal m
menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya tujuan pembangunan
nasional

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat
adil dan makmur yang merata matenl dan spintual dalam era demokrasi ekonomi
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, pemerintah pusat membenkan kewenagan kepada daerah
untuk menjalankan pembangunan daerahnya masing-masing termasuk dalam hal
penjualan produk-produk impor yang masuk ke daerah jawa barat dan dalam hal
i1 dijabarkan dalam rencana pembangunan dacrah Rencana pembangunan daerah
1 disusun secara berjangka meliput:

a Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP
daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang memuat visi, misi,
dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional,

b Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya
disebut RPJM duerah untuk jangka waktu 3 (lima) Tahun merupakan
pemabaran darr visi, misi, dan program kepala daerah yang
penyusunannya  berpedoman  kepada  RPJP  daerah  dengan
memperhatikan RPJM nasional,

¢ RPJIM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah
kebyakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebyakan

umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja
perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengun rencana




kerja dalam kerangka regulas: dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif,

d Rencana kerja pembangunan daerah, selamatnya disebut RKPD,
merupakan penjabaran dart RPJM daerah untuk jangka waktu 1(satu)
Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonom: daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada
rencana kerja Pemerintah,

e RPJP daerah dan RIMD sebagaimauna dimuksud puda ayat (3) huruf u
dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Era globalisasi tidak dapat dihindan lagi Hal in1 akan membawa banyak

konsekuens: bagi pengadaan makanan dan alat-alat kosmetik yang aman untuk
dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu impor maupun yang berasal dani dalam
negent Banyak makanan dan alat-alat kosmetik yang jelas aman maupun yang
tidak aman bagi konsumen beredar di pasaran Ditambah lagi dengan banyaknya
bahan utama dan bahan tambahan makanan yang di impor untuk memproduks
bahan panganan di da'am negeri, yang memmbulkan masalah mengenai bahan
tersebut Dengan kata lain tidak mudah untuk menentukan aman dan tidaknya

bahan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat

Seiring makin berkembangnya perekenomian Indonesia, produk mpor
makin membanjirt pasar Selera konsumen pun mulai beralih dengan sederet
alasan, mular dan kualitas hingga sekedar mencan popularitas Namun, untuk
mengkonsumsi produk pangan masyarakat harus tehiti Salah pilih produk, bukan
untung yang didapat malah rugi yang ditanggung Pasalnya, berdasarkan hasil
kajjan Badan Perlindungan Konsumen Nasional selanjutnya penuhs singkat

BPKN di bidang pangan terkait perlindungan konsumen Salah satu kasus pangan




adalah penyimpangan ketentuan label dan produk mmpor Ironmisnya, kasus i
Justru tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat

Sebaga1 konsumen maka hak-hak mereka sudah selayaknya dyamin oleh
pemerintah melalui berbagai produk-produk peraturan perundang-undangan

Bag) masyarakat, produk pangan dan kosmetik yang aman dikonsumsi
merupakan kebutuhan yang mutlak karena mengkonsums: produk-produk barang
berupa makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain maupun jasa
sepert produk perbankan, asuransi dan lamn-lam.

Hasil kajtan BPKN menunjukkan hanya 6,7 % (enam koma tujuh persen)
konsumen yang memperhatikan label Padahal, kelengkapan label merupakan
informas: berharga bag: konsumen untuk mendapatkan produk terbaik yang akan
dikonsumsinya

Masalah keamanan pangan yang ditemukan di masyarakat adalah masih
ditemukannya produk pangan yang tidak mencantumkan keterangan tentang
keamanan dalam mengkonsumsi produk pangan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang ada di Indones:a

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebth, satu dan
lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonom
Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah berkaitan dengan ekonomi dunia.
Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bag
perlindungan konsumen

Pada saat im1 pemenintah sedang menggalakan kerangka tinggal landas

dalam mempersiapkan pembangunan nasional dalam berbagai sektor, yang




diantaranya adalah pada sektor perekonomian yang pada era globalisast
mendukung tumbuhnya duma usaha dengan semakin beraneka ragamnya barang
dan/atau jasa yang diproduksi, dan juga semakin terbukanya pasar nasional
terhadap produk-produk darn luar neger: yang diperjual belikan di pasar nasional,
tidak sedikit menimbulkan permasalahan yang merugikan pthak konsumen

Dalam era perdagangan bebas yang sekarang dihadapi, pembatasan antara
negara sudah tidak ada lagi, berbagar macam produk-produk yang dihasitkan dan
luar negen sudah dapat kita temukan di negara 1m baik melalu jalur yang legal
maupun jalur yang illegal, misalkan saja dengan produk yang dihasilkan di jerman
dapat dintkmati1 di Indonesta, demikian juga sebaliknya, termasuk produk-produk
olahan pangan yang di hasilkan di sana segera akan dapat dimkmati oleh
konsumen Indonesia dan kecenderungan kearah itu sudah semakin nampak
dengan semakin meningkatnya angka mmpor dan berbagar negara, termasuk
produk makanan.'

Sedangkan menurut Undang-undang NO 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, sclanjutnya penulis sebut UUPK, Pasal 4 huruf ¢
bahwasanya konsumen berhak “mendapatkan hak atas informas: yang benar,
Jelas, dan jujur mengenai kondist dan jaminan barang dan/atau jasa,”

Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsums: barang

dan/atau jasa, suatu produk barang dan jasa tidak boleh membahayakan jka

'LP POM-MUI, Jurnal Halal , Jakarta,2002 him 10




dikonsumst sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmam maupun

roham®

Apabila dihubungkan dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1996 tentang Pangan, selanjutnya penulis sebut UU Pangan, disebutkan

Ayat (1)

Setiap orang memproduksi atau memasukan kedalam wilayah
Indonesia pangan yang dikemas uniuk diperdagangkan wajib
mencantumkan label pada, di dalam atau dr kemasan pangan

Ayat (2)  Label, sebagaimana dimaksid pada ayat (1), memuat sekura

Ayat (3)

kurangnya keterangan mengenai

a nama produk

b daftar bahan yang digunakan

¢ berat bersih atau ist bersih

d nama dan alamat pihak yang memproduksi atau
memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia

e keterangan tentang halal dan

[ tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa

Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pemermtah dapat menetapkan keterangan lam yang wajb

atau dilarang untuk di cantumkan dalam label pangan.

Sedangkan di dalam UUPK, Pasal 8 ayat 1 huruf h mengatakan

“Pelaku usaha dilarang memproduksi darw atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang tidak mengikut: ketentuan berproduks: secara halal,
sebagarmana pernyataan "halal” yang dicantumkan dalam label,”

Sedangkan ancaman pidana bagt pembuatan yang melanggar ketentuan

Pasal 30 UU Pangan tersebut yaitu apabila memproduks: atau memasukkan

kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa

mencantumkan label, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan atau denda paling banyak Rp 360 000 000-(tiga ratus enam puluh juta

ruprah)

2 Sidharta, fkum Perlimdungan Konsumen PT Grasindo, Jakarta, 2000, him 19




Dengan terungkapnya berbagai kasus yang merugikan pthak konsumen,

yang diantaranya ego milk & peanut flavour produk serta permen yake coffee,
yake bon-bon keluaran cina yang tidak berlabel halal dan tidak disahkan BPOM,
kemudian muncul kembali kasus susu bubuk yang tidak ada label halal serta
sertifikast halalnya, dimana susu bubuk tersebut di jual begitu saja Fenomena
banyaknya produk yang tidak berlabel halal jelas sangat merugikan masyarakat
yang sebagian besar beragama Islam Oleh karena itu pencantuman label halal
akan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas
mengenat produk yang dikonsumsinya Berdasarkan latar belakang diatas maka
dirasa perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul TINJAUAN HUKUM
TERHADAP AKIBAT PENJUALAN PRODUK IMPOR TANPA
SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7

TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  dan latar  belakang  tersebut, maka  penulis
mengidentifikasikan masalah sebagar berikut
1 Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku usaha vang tidak
menyertakan keterangan halal dan lebehisast halal ?

2 Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan keterangan halal dan

lebelisast halal ?

3 Upaya apa yang dilakukan dalam mengatas: kendala tersebut ?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian 1n1 adalah sebagai benkut

1 Untuk mengetahui pelaksanaan sanks: pidana bag: pelaku usaha yang tidak
menyertai keterangan halal dan lebelisasi halal

2 Untuk mengetahm kendala-kendala dalam pelaksanaan keterangan halal
dan lebelisas: halal

3 Untuk mengetahui upaya-upaya vang dilakukan dalam mengatasi kendala

tersebut

D. Kegunaan Penelitian
Penuhisan sknps: 1 diharapkan dapat membenkan kegunaan teonitis
maupun praktis bag: seluruh pembaca dan seluruh masyarakat khususnya para
konsumen mushm yang terkait dengan perhindungan hukum terhadap konsumen
yakni sebagai berikut
1 Kegunaan Teortis
Hasil penehtian 11  diharapkan dapat membenkan manfaat bagi
pengembangan tlmu hukum khususnya bagi hukum perlindungan konsumen
dibidang pangan yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap hak-
hak konsumen
2 Kegunaan Praktis
Hasil penelihian i1 diharapkan menjadi bahan masukan (referensi) bagi
nara pthak yang terkait, dalam hal 11 masyarakat yang berperan sebagai

konsumen, pelaku usaha, pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya




masyarakat, maupun para praktist hukum yang bertindak sebagai perumus dan

penentu kebiyjaksanaan dibidang perlindungan hukum terhadap konsumen

E Kerangka Pemikiran
Landasan konstitusional yang mengatur mengenal perekonomian yang
disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang — Undang Dasar 1945 yang berbunyi

"Cabang-cabang produks: yang penting bagi Negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Dengan demikian konstitust telah membenkan jaminan atas hak setiap
produkst untuk memperoduks: barang yang akhimya di perjual belikan, juga
konstitust menjamin atas hajat hidup orang banyak berdasarkan asas
kekeluargaan Hal 1m berarti bahwa setiap produkst mendapatkan kesempatan
yang luas untuk berjualan yang lintas Negara (impor) Cabang-cabang produks:
dan hajat hidup orang banyak (konsumen) dyjamin dalam konstitusi,

Penyusunan konstitusi dalam hal in1 Undang-Undang Dasar 1945 secara
Jelas sebenarnya beranjak pada filsafat futuristik, yang dikemukakan oleh Roscoe
Pound yang dikenal sebagai filsafat hukum yang melihat peranan hukum sebagai
law tool of social engineering’ Asas wmi kemudian di indonesia lebih
disempurnakan oleh Mochtar Kusumaatmaja yang mengatakan hukum merupakan
suatu alat pembaharuan serta untuk memehhara keternban dalam masyarakat 1tu
karena mengingat fungsinya, sifat Hukum adalah konservarif arinya Hukum

bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapa * Termasuk dalam

* Pipin Syanfin Pengantar limu Hukum CV Pustaka Setia. Bandung 1998 him 15
* Mochtar Kusumaatmaja Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. PT Alumn, Bandung
2002 him 13




hal penjualan produk-produk impor yang tanpa sertifikat halal dan labelisasi halal
dalam hal mm melindungi konsumen mushm Asas perlindungan terhadap
konsumen telah lebih dulu ditetapkan dalam Kitab Undang — Undang Hukum
Perdata dalam buku III tentang Perikatan

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata diramuskan pengertian perjanjian yaity, "
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lamnya”

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dyjelaskan, “semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka yang membuatnya™ itu
dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang
sama dengan suatu undang-undang Kekuatan sepert: 1itu dibenkan kepada semua
perjanjian yang dibuat secara sah’

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah berdasarkan ketentuan hukum apabila
antara para pihak telah memenuhi ketentuan syarat yang terdapat dalam Pasal
1320 KUH Perdata yang berbuny

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

[ Sepakat mereka yang mengikatkan dirmya

2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3 Suatu hal tertentu

4 Suatu sebab yang halal

Syarat pertama sahnya suatu perjanjian adalah sepakat artinya dengan

hanya disebutkannya sepakat saja tanpa dituntutnya suatu bentuk cara apapun

*R Subekti Areka Perjanyian PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 hlm 4
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sepertt tulisan apabila kedua belah pthak sudah sepakat maka sahlah perjanjian
terebut °

Syarat yang kedua adalah cakap artinya kedua belah pihak tersebut mampu
membuat persetujuan-persetujuan itu dan keduanya tidak dilarang oleh undang-
undang sepert: orang yang berada dibawah curatele’

Yang ketiga syarat sahnya perjanjan adalah hal tertentu artinya prestasi
daripada persetyjuan harus tertentu atau dapat ditentukan. Paling tidak harus
ditentukan jenisnya atau j umlahnya.8

Terakhir syarat sahnya perjanjian adalah sebab yang halal im1 dimaksudkan
tidak lain dan pada 151 perjanjian dengan segera harus dihilangkan suatu
kemungkinan salah sangka atau sesuatu yang diperjanjikan itu tidak melanggar
undang-undang’

Semrmg dengan labilnya tingkat perekonomran dr Indonesta dewasa mi
juga persaingan yang diakibatkan oleh era pasar bebas membuat penjualan
produk-produk mmpor menjadi mudah, hal m mengakibatkan penjualan produk-
produk impor tanpa menyertakan labelisast pangan masuk ke wilayah Indonesia

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan
pangan, selanjutnya penulis sebut PP Label dan lklan Pasal 10 ayat (1)
menyatakan

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas

kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa
pangan tersebut  halal bagr umat islam, bertanggung jawab atas

® Ibid hlm 4

"R Setiawan Pokok-Pokok Hukum Perikatan PT Putra A Bardin Bandung 1999 him 61
* Ibid. him 61

°R Subekti Hukum Perjanjian PT Intermasa Jakarta 1991 him 20







